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Infastruktur
Dewan Persoalan Dana Perbaikan

Jalan Rusak

JAKARTA - Sebanyak 863 dari

+ 1,438 titik jalan rusak di Ibu
- Kota sudah diperbaiki dengan
i anggaran mendahului. Peng-

gunaan anggaran mendahului
/itu dipermasalahkan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DKIJakarta,

- Anggota Komisi D (Pem-
bangunan) DPRD DKI Jakarta
Prabowo Soenirman mengata-
kan, penggunaan anggaran
mendahului tersebut menya-
lahi peraturan sebab anggaran
pendapatan danbelanja daerah
(APBD) belum dicairkan. Bila
menggunakan anggaran dari
kontraktor, disinyalir ada kerja
samadlluarperaturanlelang

‘Uang yang dipakai uang
siapa? APBD saja belum cair.
Kalau pakai uang hasil pinjaman
kontraktor dulu, itu jelas
melanggar aturan pelelangan.
Dalam undang-undang peng-

- gunaankeuangan daerahituada,
‘mamun saya lupa pasalnya,”

katanyasaatdihubungikemarin.

Prabowo menjelaskan, tahap
penggunaan anggaran harus
terlebihdahulumenungguAPBD

‘dicairkan. Setelah itu masuk

dalam tahap lelang, yang mana
kontraktor terpilih  dapat
menyanggupi hasil pengerjaan
dengan anggaran yang diajukan.
Dengan begitu, pengawasan
dapat dilakukan dengan ketat.
Jika sudah ada pengerjaan se-
belum APBD dicairkan, dipasti-
kan ada kerja sama di luar
peraturan Ielang “Dinas Bina
Marga harus berhati-hati untuk

ptidak melanggar ketentuan.

Tidak ada alasan penggunaan
anggaran mendahului,”ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI

daerah, tidakada yang mengatur
perihal penggunaan anggaran

mendahului dengan berutang -

terlebih dahulu dan d:bayarkan
ketika APBD dicairkan, “Mau
del;lganplhakswasta pengusaha,
ataupun yang lain, bagai-
: manapuntidakboleh,”ucapnya.

#. Sementara itu, Kepala

Bidang Pemeliharaan Jalan
Dinas Bina Marga DKI Jakarta
Suko Wibowo mengatakan,
penggunaan anggaran menda-
hului dengan memakai uang
kontraktor yang sudah ter-
pampang di e-catalog itu sesuai
dengan Pergub No 211/2014
tentang pengeluaran keuangan
daerah mendahului penetapan
APBD 2015. Dalam pergub
tersebut dikatakan, pihaknya
bisa menggunakan anggaran
maksimum 1/12 dari anggaran
satuan kerja perangkat daerah

(SKPD)sebelum disahkan.
“Jadi kami tidak menyalahi
aturan. Itukan sudahsesuaiper-
gub. Perlu diketahui, pengguna-
an anggaran mendahului itu
juga hanya dilakukan pada per-
baikan jalan rusak yang dinilai

membahayakan,”ungkapnya.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) DKI
Jakarta Heru Budi Hartono
mengakui penggunaan ang-
garan sebetum APBD dicairkan
tidak diperbolehkan. Namun,
bila menyangkut kepentingan
masyarakat luas seperti per-
baikan jalan dan kebersihan
sampah, itu diperbolehkan

sertadiatur dalam pergub.
® bimasetiyadi

Jakarta Muhammad Taufik me- <

nuturkan, dalam undang-un-
dang yang mengatur keuangan

Sub Bagian Humas
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Sub Bagian Humas

Fraksi PKB pun menolak peng-
gunaanhakangket.

* Menurutnya, pengajuan hak
angket dianggap belum perlu

digulirkan karena masih ada

mekanisme yang harus dilewati.
Misalnya  terlebth  dahulu
menggunakan hak interpelasi.
“Hak angket ini arahnya mauke
manakanmestijelas.Masalahnya
belum jelas, prematur. Sayalebih
setuju  menggunakan hak

. interpelasi terlebih dulu dengan

mendengarkan  keterangan
gubernur. Nanti bisa diinven-
tarisasiapakesalahannya. Arti-
nya belum perlu hak angket,”
ungkapnya.

Sementara itu, Ahok men-

jelaskan, dia tidak mau menu-

ruti kemauan DPRD lantaran
dinilai tidak masuk akal.
Menurutnya, Dewan ingin
memotong anggaran 10-15%
setiap kegiatan dari anggaran
yang sudah disusun. Hasil

potongan anggaran tersebut

'capalRplﬂ Twilion,

Ketika ditelusuri, uang
tersebut digunakan membeli
alat UPS untuk penyimpanan
listrik ketika listrik mati
misalnya powerbank di setiap
kantor lurah. "Saya tanya sama
lurah, 'Benar kalian masukan
barang UPS?' Mereka jawab,
‘tidak’. Ya, sudahsayatidakmau
lagiberdiskusisamaDewanbiar
Kemendagri saja yang me-
ngurus,” ungkapnya.

Direktur Centre For Budget
Analysis (CBA) Ucok Sky
Khadafi menilai penggunaan

hak angket ini hanya gertakan_

kepada Ahok lantaran Dewan
sudahputusasamembukapintu
negosiasi dengan legislatif.
"Dari pertama saya sudah
menduga Dewan hanya ingin
Ahok di pangkuannya melalui
proses politik,” ungkapnya.
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